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[bookmark: _Toc201478885]PENDAHULUAN
[bookmark: _Toc201478886]Latar Belakang
	 Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat atau yang sering disebut dengan ProBebaya merupakan salah satu program unggulan Walikota Samarinda untuk meningkatkan prioritas Pembangunan dan Pemberdayaaan yang ada di Kota Samarinda dengan menyasar Masyarakat secara langsung, Probebaya hadir sebagai Solusi untuk pemenuhan  kebutuhan masyarakat yang diharapkan dapat menjadi suatu sinergitas yang berdampak baik bagi kehidupan bermasyarakat.
	Pemerintah Kota Samarinda menyadari bahwa kekuatan terbesar dalam mendorong laju pembangunan adalah adanya partisipasi masyarakat. Suatu daerah bisa maju jika didukung oleh masyarakat yang partisipatif dan  berdaya (Habib, 2021).  Dikutip dari laman berita SAMARINDA.KOMINFONEWS. Walikota Samarinda mngetakan bahwa terdapat peran penting Masyarakat dalam implementasi Probebaya
	 	“Saat ini pembangunan di Samarinda tidak lagi menempatkan masyarakat sebagai objek, melainkan sebagai subjek penerima karena Samarinda membawa paradigma baru untuk melibatkan warga masyarakatnya dalam pembangunan. Salah satu pilar dalam keberhasilan Pembangunan adalah yang manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, tentu Probebaya adalah diksi yang tepat,” tegas Andi Harun dalam sambutannya. (kominfo, 2023)

	Prinsip tersebut mendorong Pemerintah Kota Samarinda menggagas Probebaya (Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat), menjadi ide inovatif untuk mendukung keberlangsungan program pembangunan. Program pembangunan daerah di Kota Samarinda mengacu kepada hasil musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) ditingkat Masyarakat/RT, namun tidak berlanjut ke tahapan pelaksanaan pekerjaan karena program yang diusulkan belum menjadi prioritas.
	Dengan didukung oleh beberapa landasan hukum seperti, Peraturan Walikota No. 11/2021 dan kemudian diperbarukan dengan Perwali Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2023. Probebaya menjadi program resmi yang kelak diharapkan dapat menyelesaikan masalah dimasyarakat melalui sinergitas dan kerja sama antar Masyarakat dan pelaksana terkait.
	Keberhasilan Probebaya sulit diwujudkan tanpa keterlibatan berbagai elemen masyarakat termasuk para ketua RT, kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri dari unsur masyarakat seperti tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Peran RT merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan di tingkat RT. Setiap RT diharapkan menjadi ujung tombak Probebaya karena RT setempat mengetaui budaya dimasyarakat yang dilestarikan secara turun-temurun (Sultan, 2022).
	Selain RT, keberadaan Pokmas yang merupakan gabungan berbagai unsur masyarakat diharapkan menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengimplementasi Probebaya. Begitu pula dengan partisipasi masyarakat di wilayah RT. Ketiga unsur tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling ketergantungan dalam menyukseskan Probebaya. Akan tetapi, masih ditemukan adanya permasalahan pada saat implementasi Probebaya tahun 2022 dan tahun 2023. Misalnya, Pokmas masih mendominasi dalam pelaksanaan kegiatan Probebaya, padahal Pokmas seharusnya hanya berfungsi sebagai koordinator dan fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat setempat agar terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Sehingga menyebabkan kurangnya volume keterlibatan Masyarakat didalam kegiatan probebaya.
	Permasalahan lainnya adalah kurangnya kemampuan Pokmas dalam penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban hasil kegiatan Probebaya. Pada pelaksanaan Probebaya tahun 2022, ditemukan adanya Pokmas yang belum merampungkan pelaporannya hingga memasuki awal tahun 2023. Selain itu, keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan Probebaya masih minim, sebab sebagian mereka beranggapan bahwa Probebaya merupakan program pemerintah daerah yang hanya melibatkan para ketua RT dan pihak- pihak tertentu saja (Debbya Larasati, 2022). Melalui beberapa permasalahan tersebut maka dibutuhkan adanya sinergitas yang kuat antar pihak sehingga terjadi sinergitas yang kemudian dapat membawa dampak positif dan mendukung jalannya kegiatan Probebaya lebih baik.
	Ada beberapa indikator yang menjadi acuan keberhasilan suatu daerah, salah satunya yakni keberhasilan dalam mendirikan sejumlah gedung-gedung megah dan bertingkat, serta infrastruktur lainnya (Yulianti et al., 2022). Padahal, idealnya suatu daerah dapat dikatakan berkembang dan maju jika dalam setiap tahapan program Pembangunan daerah seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta pemanfaatannya memberdayakan serta melibatkan  masyarakat di daerah tersebut (Mustanir et al., 2023).
	Hal semacam ini berpotensi menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak segera diperbaiki. Salah satu upaya memaksimalkan pembangunan adalah mengoptimalkan kolaborasi berbagai pihak yang terlibat secara langsung terutama masyarakat lokal. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu membentuk solidaritas sosial di lingkungan masyarakat untuk mendukung jalannya program kegiatan yang telah diregulasi.	
[bookmark: _Toc201478887]Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini 
1. Bagaimana peran Masyarakat dalam implementasi ProBebaya tahun 2023?
2. Bagaimanaa bentuk sinergitas antara POKMAS, Ketua RT, dan juga Masyarakat dalam kegiatan ProBebaya 2023?
[bookmark: _Toc201478888]Tujuan Penelitian
Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Sinergitas dan Peran Masyarakat dalam Implementasi Probebaya 2023 di Kelurahan Simpang Tiga Kota Samarinda.
[bookmark: _Toc201478889]Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:
1) Bagi akademisi, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi sektor publik khususnya mengenai Keterkaiatan antara partisipasi Masyarakat dengan proses Probebaya dan dapat menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.
2) Bagi objek penelitian, sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi Kelurahan Simpang Tiga Kota Samarinda khususnya berkaitan tentang Pengelolaan Probebaya.
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[bookmark: _Toc201478891]KAJIAN TEORI
2.1. [bookmark: _Toc201478892] Landasan Teori
2.1.1. [bookmark: _Toc201478893]Akuntabilitas Publik
Akuntabilitas publik merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan pertanggungjawaban organisasi yang bergerak dibidang publik kepada penikmat layanan organisasi publik tersebut, yang dimaksud dengan organisasi publik disini merujuk pada pemerintah yang bergerak pada sektor publik, hal tersebut berarti akuntabilitas publik adalah kemampuan dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakan, keputusan atau kebijakan mereka terhadap publik atau masyarakat selaku penikmat layanan publik. Akuntabilitas publik merupakan konsep yang luas dan kompleks, sehingga terdapat beragam pendapat mengenai definisi akuntabilitas publik.
2.1.1.1. Akuntabilitas
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Kemudian Mahmudi (2019) mendefinisikan akuntabilitas merupakan kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal).
2.1.1.2. Transparansi
Transparansi merupakan informasi penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dalam hal ini, penyedia layanan publik harus sering memberikan informasi yang jelas tentang kebijakan dan layanan publik. Penyedia layanan publik harus menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti brosur, leaflet, iklan di surat kabar lokal, radio dan televisi. Birokrasi pemerintah harus merumuskan kebijakan yang jelas dalam memperoleh informasi. Kebijakan tersebut menjelaskan bentuk informasi yang tersedia untuk umum atau bentuk informasi rahasia, cara memperoleh informasi, batas waktu memperoleh informasi, dan tata cara pengajuan pengaduan jika informasi tersebut tidak sampai ke publik. Penyedia layanan publik harus bertanggung jawab atas penggunaan kewenangannya secara tepat, karena publik memiliki hak untuk memantau, mempertanyakan, dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik (melalui perwakilan) atas kewenangannya, termasuk pendapatan dan pengeluaran anggaran. Dengan akuntabilitas dan tanggung jawab publik, setiap aparatur pemerintah harus mempertanggungjawabkan hak dan tanggung jawab, tindakan, kompetensi, dan bahkan waktu yang dihabiskan di depan umum. Ini adalah tugas yang sangat besar, tetapi harus dilakukan oleh semua aparat pemerintah (Karjunu Dt. Maa, 2019).
2.1.1.3. Partisipatif
Menurut Slamet (Suryono, 2001:124). Partisipasi merupakan ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Adapun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut slamet (1993) ada 3, yaitu : 
1. Partisipasi dalam tahap perencanaan (Idea planing stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap penyusunan rencana dan strategi dalam penyusunan kepanitiaan dan anggaran pada suatu kegiatan/proyek. Masyarakat berpartisipasi dengan aktif dalam mengikuti rapat warga dan juga ikut memberikan usulan, saran dan kritik pada rapat tersebut. 
2. Partisipasi dalam tahap pelaksanaan (Implementation stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pelaksanaan pekerjaan suatu proyek. Masyarakat disini dapat memberikan tenaga, uang ataupun material/barang serta ide-ide sebagai salah satu wujud partisipasinya pada pekerjaan tersebut. 
3. Partisipasi dalam pemanfaatan (Utilitazion stage). Partisipasi pada tahap ini maksudnya adalah pelibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun
2.1.1.4. Kompetensi SDM
Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaanya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektitif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu. Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Kompetensi menurut Internati
Kompetensi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan peran pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi sesuai peranannya, seorang akuntan profesional harus memiliki (a) pengetahuan profesional yang diperlukan, (b) keterampilan profesional, dan (c) nilai, etika, dan sikap profesional. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kompetensi yaitu sifat dasar seseorang yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan sebagai dorongan untuk mempunyai prestasi dan keinginan berusaha agar melaksanakan tugas dengan efektif
2.1.2. [bookmark: _Toc201478894]Pembangunan
Negara-negara berkembang pada umumnya sedang berusaha untuk mengembangkan dirinya dari suatu keadaan dan sifat masyarakat tradisional dalam kondisi ekonomi yang masih terbelakang menuju ke arah keadaan yang dipandang lebih baik dan lebih maju. Paling sedikit apabila hal ini menyangkut ekonomi, ditujukan ke arah mendapatkan tingkat kesejahteraan dan ekonomi masyarakat yang lebih baik. Pada umunya pembangunan nasional di banyak negara berkembang ditekankan atau diprioritaskan pada pembangunan bidang ekonomi. Hal ini disebabkan karena yang paling terasa di negara-negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi, dan pembangunan di bidang ini akan dapat mendukung pencapaian tujuan, atau mendorong perubahan- perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan lain di masyarakat, namun demikian sasaran dan upaya terhadap pembangunan bidang ekonomi saja sudah diakui tidak memberikan jaminan untuk suatu proses pembangunan nasional yang stabil dan kontinyu, apabila diabaikan berbagai segi di bidang sosial dan bidang lainnya (Abipraja, 2002).
Perencanaan pembangunan adalah suatu teknik atau cara yang akan dilaksanakan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang (telah) ditetapkan dan dirumuskan melalui badan perencana pembangunan di tingkat pusat (dan tingkat daerah). Tujuan dan sasaran tersebut dapat berupa tujuan ekonomi, sosial, politik, dan pertahanan keamanan. Arthur Lewis (1966) dalam Abipraja, (2002) membagi perencanaan dalam enam pengertian, yaitu : pertama, dalam banyak literatur istilah perencanaan seringkali dihubungkan dengan faktor letak geografis, bangunan tempat tinggal, tata ruang dan lainnya. Hal ini seringkali disebut dengan istilah perencanaan kota dan wilayah, atau disebut sebagai perencanaan bagi obyek yang bersangkutan saja. Kedua, perencanaan mempunya arti memutuskan atau menetapkan arahan penggunaan dana pemerintah di masa yang akan datang dalam hal dana yang dimilikinya untuk dibelanjakan.
Ketiga, perencanaan yang terkandung dalam ekonomi berencana, yaitu perekonomian, di mana setiap unit produksi hanya memanfaatkan sumber daya manusia, bahan baku dan perlengkapan/peralatan yang dialokasikan dengan jumlah tertentu dan menjual hasil produknya hanya kepada perusahaan. Keempat, perencanaan terkadang berarti setiap penyusunan dan penentuan sasaran produksi nasional oleh pemerintah, apakah itu dilaksanakan oleh perusahaan negara atau perusahaan swasta. Pemerintah di sebagian besar negara berkembang menerapkan perencanaan seperti ini walaupun seringkali hanya untuk suatu cabang industri tertentu atau produk/jasa yang dianggap strategis. Kelima, perencanaan sebagai penyusunan dan penetapan sasaran untuk peningkatan perekonomian secara keseluruhan dengan maksud untuk mengalokasikan semua tenaga kerja, devisa, bahan mentah dan sumber daya lainnya ke berbagai bidang perekonomian yang ditentukan. Keenam, perencanaan seringkali dipakai untuk menggambarkan sarana dan alat yang digunakan pemerintah untuk memaksakan atau mengarahkan sasaran-sasaran yang ditetapkan sebelumnya kepada badan usaha swasta dan masyarakat pada umumnya.

2.1.3. [bookmark: _Toc201478895]Pemberdayaan
Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat makin menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi yang diupayakan melalui berbagai program tidak dengan sendirinya dapat menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi yang dihadapi. Diperlukan suatu strategi atau arah baru dari kebijaksanaan pembangunan yang memadukan pertumbuhan dan pemerataan. Strategi itu pada dasarnya mempunyai tiga arah, yaitu : pertama, pemihakan dan pemberdayaan masyarakat. Kedua, pemberian otonomi dan pendelegasian wewenang dalam pengelolaan pembangunan di daerah yang mengembangkan peran serta masyarakat. Ketiga, modernisasi melalui penajaman dan pemantapan arah dari perubahan struktural sosial ekonomi dan budaya yang bersumber pada peran serta masyarakat lokal.
Strategi seperti itu perlu dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktur yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati, begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Proses ini diarahkan agar setiap upaya pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas masyarakat (capacity building) melalui penciptaan akumulasi modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan, dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh rakyat. Proses transformasi harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.
Dalam proses perubahan struktur diperlukan rencana dan langkah yang sistematis melalui pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan pada masyarakat modern yang telah maju lebih diarahkan pada penciptaan iklim yang menunjang dan peluang untuk tetap maju. Dengan sekaligus menanamkan pengertian bahwa suatu saat wajib membantu yang lemah untuk lebih maju. Pemberdayaan
masyarakat yang masih tertinggal tidak cukup hanya dengan meningkatkan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin pula adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dan yang lemah serta belum berkembang. Pemberdayaan masyarakat perlu dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kemitraan yang saling menguntungkan (Abipraja, 2002).

2.1.4. [bookmark: _Toc201478896]Kebijakan Publik
Dalam arti yang luas, kata “policy” memiliki dua aspek berikut : (1) Policy merupakan praktika sosial, bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan begitu, sesuatu yang dihasilkan pemerintah berasal dari segala kejadian dalam masyarakat dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat. Hal seperti ini muncul dalam praktika kehidupan masyarakat, dan bukan merupakan kejadian yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. (2) Policy adalah sebuah peristiwa yang diakibatkan oleh baik untuk mendamaikan claim dari pihak-pihak yang berkonflik, atau untuk menciptakan incentive untuk tindakan bersama bagi pihak- pihak yang terlibat dalam menetapkan tujuan, tetapi mendapatkan perlakuan yang tidak rasional dalam usaha bersama tersebut. Oleh sebab itu, jika ada pihak-pihak yang berkonflik, usaha untuk mengatasai konflik tersebut menghasilkan suatu policy. Dari kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa policy di satu pihak dapat berbentuk usaha yang komplek dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat, di lain pihak policy merupakan suatu teknik atau cara untuk mengatasi konflik dan menimbulkan insentif (Thoha, 2005).
Para ahli di Indonesia juga memiliki pemahaman yang sama dengan pemikir barat terkait policy. Pasolong dalam Herdiana, (2018) mengemukakan bahwa kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan atau “policy” pada umumnya mengarah pada perilaku aktor dalam sebuah bidang kegiatan tertentu (Winarno dalam Herdiana, 2018). Berdasarkan penjelasan dan pengertian dari beberapa ahli yang mengungkapkan pemahamannya terkait kebijakan publik, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakat agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan bersama.
Dari pengertian yang telah dijabarkan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian ini tindakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Samarinda untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan pemberdayaan di Kota Samarinda adalah dengan mengeluarkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PRO BEBAYA) Kota Samarinda.

2.1.5. [bookmark: _Toc201478897]Probebaya
Tingkat kesejahteraan masyarakat di kota Samarinda masih rendah. Hal tersebut dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistika Kota Samarinda, (2021) pada tahun 2019 jumlah masyarakat miskin di kota Samarinda berjumlah 39,080 jiwa, pada tahun 2020 angka kemiskinan tersebut meningkat menjadi 41,092 jiwa, kemudian angka kemiskinan meningkat lagi pada akhir tahun tahun 2021 menjadi 42,084 jiwa. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan meningkatkan perekonomian di Kota Samarinda.
Pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Pro Bebaya. Pro Bebaya adalah program Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat di tingkat Kelurahan yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrasruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Terdapat 10 program unggulan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Samarinda. 
Pro Bebaya adalah program Pemerintah Kota Samarinda untuk melaksanakan kegiatan pembangunan masyarakat yang berbasis di wilayah RT sebagai upaya mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrasruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial kemasyarakatan. Dasar hukum yang digunakan dalam Pro Bebaya adalah Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
Pro Bebaya dimaksudkan untuk lebih meningkatkan peran serta dan potensi masyarakat Kelurahan. Pro Bebaya bertujuan untuk : 
1) memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhannya,
2) memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT,
3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan ekonomi dan sosial kemasyarakatan, dan 
4) meningkatkan peran serta dan mendorong keberdayaan masyarakat dalam pembangunan.
	Prinsip adalah kebenaran umum yang dijadikan oleh individu maupun kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan Probebaya meliputi : 
1) Transparan, yaitu seluruh kegiatan dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka di wilayah RT, 
2) Partisipatif, yaitu seluruh anggota masyarakat dilingkungan wilayah RT berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan dengan berpegang teguh bahwa rembug warga sebagai pengambilan keputusan tertinggi, 
3) Akuntabel, yaitu seluruh pelaksanaan kegiatan wajib dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum, dan 
4) Berkelanjutan, yaitu manfaat hasil kegiatan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan berkesinambungan. Untuk menyelaraskan dan mengoptimalkan tim pelaksanaan Pro Bebaya di Kota Samarinda,
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Probebaya setiap RT Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun di Kelurahan. Penganggaran dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada DPA Kelurahan dan/atau Perangkat Daerah yang terkait pelaksanaan Pro Bebaya . Alokasi anggaran Pro Bebaya digunakan untuk : biaya umum untuk mendukung administrasi pelaksanaan Pro Bebaya di tingkat RT paling banyak 1,5% dari pagu dana Pro Bebaya di tingkat RT, belanja barang / jasa, dan belanja modal.
Bentuk kegiatan Pro Bebaya di setiap RT meliputi : pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di Lingkup RT serta pemberdayaan masyarakat di lingkup RT. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum serta pemberdayaan masyarakat di lingkup RT dalam pelaksanaan Pro Bebaya meliputi bidang Infrastruktur, Ekonomi, Sosial Budaya, Kesehatan, Pendidikan, dan Kepemudaan.
Perencanaan kegiatan Pro Bebaya dilakukan secara berjenjang, meliputi tahapan sebagai berikut :
a) Pengusulan dari Tingkat RT
b) Perencanaan pada Tingkat Kelurahan
c) Perencanaan pada Tingkat Kecamatan
d) Perencanaan pada Tingkat Kota
Usulan perencanaan kegiatan Pro Bebaya dilakukan secara berjenjang dengan memperhatikan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dan Renstra (Rencana strategis) OPD penataan lingkungan permukiman dan tema pembangunan tahunan yang tertuang dalam petunjuk teknis musyawarah perencanaan pembangunan. Ketentuan mengenai usulan perencanaan tersebut dilakukan melalui musyawarah antara Lurah dengan lembaga pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan kesepakatannya dituangkan ke dalam berita acara.
Pengadaan barang dan jasa kegiatan Pro Bebaya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Beserta Perubahannya dan Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola
2.2. [bookmark: _Toc201478898]Penelitian Terdahulu
Berikut merupakan Penelitian terdahulu yang memiliki indicator ataupun konsepsi yang sama terkait dengan apa yang diangkat penulis dalam penelitian.
	Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

	No.
	Penulis
	Judul penelitian
	Hasil Penelitian

	1. 
	Hery Fitrianto Kurniawan, 2023
	Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran di Kelurahan Bukit Pinang Kota Samarinda
	Hasil dari penelitian ini dapat yaitu, Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (ProBebaya) mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi masyarakat, dan sosial masyarakat, yang sesuai dengan skala Prioritas yang tentunya sudah melalui musrembang kelurahan pada saat sebelum melakukan penganggaran. 

	2.
	Muhammad Sultan, 2023
	Probebaya: Sinergi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Samarinda

	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara RT, Pokmas dan masyarakat telah terbangun dan terjalin. Ditemukan juga bahwa pelaksanaan Probebaya tahun 2022 berjalan baik dan ditingkatkan lagi pada tahun 2023. Karena penelitian ini masih terbatas pada pelibatan RT, Pokmas dan masyarakat dalam pelaksanaan Probebaya, penelitian lanjutan perlu dilakukan terutama tentang evaluasi Probebaya di Kota Samarinda dengan melibatkan berbagai pihak sebagai subjek penelitian seperti Pemerintah Kota Samarinda, instansi inspektorat, institusi pengawas, ketua RT, Pokmas dan masyarakat umum sebagai penerima manfaat dari program Probebaya.


	3.
	Natasya, Desmiyawati, Anggraini, 2022
	Ananlisis Penerapan Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana desa Koto Perambahan, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Koto Perambahan secara umum berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Koto melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Partisipasi masyarakat lainnya di Desa Koto sebagai salah satu bentuk pengawasan dari masyarakat melalui BPD, nantinya BPD yang akan menyampaikan kepada kepala desa. Namun terkadang dari kepala desa sendiri yang langsung berkomunikasi dengan masyarakat.

	4.
	Agus Redi Susanto, 2022
	Sinergitas sebagai Transparansi Pengembangan Implementasi Digital terhadap Pelayanan Publik di kabupaten Brebes
	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Untuk menciptakan hubungan yang sinergis maka perlu terjalin komunikasi dan kerjasama harus menciptakan persatuan, karena persatuan hanya ada ketika ada kerjasama yang baik dan komunikasi kerjasama yang baik antara keduanya. Komunikasi adalah metode yang digunakan oleh sumber untuk mengirimkan informasi, dan penerima menyediakan media untuk mengirimkan informasi. Paradigma (pola pikir) yang berbeda mengarah pada hasil dan kinerja yang lebih baik karena proses melakukannya memiliki tujuan dan pemahaman yang sama tentang hasil yang baik. Karena informasi merupakan persyaratan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelayanan, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu

	5.
	M Ali, 2021
	Sinergitas Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Talaga Jaya Kabupaten Gorontalo
	Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Sinergitas antar stakeholder dalam hal ini pemerintah Desa, Masyarakat dan elemen lainnya sudah terjalin dengan proses interaksi sosial karena adanya rasa kepercayaan, rasa memiliki, komunikasi yang efektif, kreativitas dan inovatif sehingga membentuk kerjasama oleh individu, kelompok, atau organisasi yang terdapat pada tingkat masyarakat dan memiliki sebuah kepentingan bersama sehingga terjadinya hubungan yang baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat.


Sumber :Data diolah 2023


2.3. [bookmark: _Toc201478899]Kerangka Konseptual

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
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[bookmark: _Toc201045565][bookmark: _Toc201478900]BAB III
[bookmark: _Toc201478901]MODEL PENELITIAN

3.1. [bookmark: _Toc201478902]Definisi Operasional
Penelitian ini akan berfokus dalam menggambarkan bagaimana proses berjalannya Program Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat (Probebaya) di wilayah intervensi. Poin yang menjadi titik berat apakah program ini berjalan dengan baik atau tidak akan ditentukan oleh beberapa indikator yang meliputi Transparansi, Partisipatif, dan Akuntabilitas, sesuai dengan yang tertera dalam Pasal 3 Perwali Kota Samarinda No. 4 Tahun 2023 serta keterlibatan Masyarakat dalam proses pelaksanaan program tersebut.
Peranan Masyarakat pada penelitian ini merajuk tentang bagaimana bentuk keterlibatan dalam proses berjalannya Probebaya melalui adanya Kampung KB, yang tentunya hal ini akan mempengaruhi apakah ProBebaya ini berjalan sesuai dengan apa yang dibutuhkan Masyarakat dilapangan secara menyeluruh, dan tidak hanya mewakili Sebagian Masyarakat yang terdampak saja
3.2. [bookmark: _Toc201478903]Jenis Penelitian dan Penentuan Sampel
		Penelitian ini didesain dengan model kualitatif yang menggunakan pendekatan eksplorasi. Hal ini dikarenakan peneliti menilai metode ini sangat cocok dan sejalan dengan tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengeksplorasi informasi mengenai kolaborasi dalam kegiatan Probebaya yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang sesungguhnya dilapangan secara deskriptif. Alwasilah (2017) menerangkan bahwa metode penelitian Kualitatif Deskriptif lebih mampu menjelaskan secara mendalam terkait suatu penelitian  dikarenakan sifatnya yang tidak terstruktur sehingga lebih mudah untuk mendalami informasi dari informan yang tidak dapat diukur dengan ukuran statistic. Disini yang menjadi instrument utama adalah peneliti sendiri dan hasil penelitian kualitatif ini lebih menekankan makna kepada generalisasi  (Sugiyono, 2020) 
		Sampel dalam Penelitian ini disebut dengan informan yang terdiri dari beberapa golongan yakni, pengurus RT, Pokmas dan masyarakat di Zona 3 Kelurahan Simpang Tiga, Kota Samarinda. Informan tersebut berjumlah 9 orang yang meliputi, Lurah Simpang Tiga, Kasi Kesra, Kasi Ekobang, Ketua RT di Zona 3 Kelurahan Simpang Tiga, 1 orang pengurus Pokmas dan 3 warga yang ada di Zona 3 Kelurahan Simpang Tiga. Adapun beberapa kriteria yang menjadikan beberapa informan diatas sangat pas untuk dijadikan sampel, yakni :
1. Sudah terlibat dalam pelaksanaan probebaya sejak awal 2021
2. Menjadi anggota POKMAS sejak awal terlakasananya Probebaya (2021)
3. Menjabat sebagai Lurah, Kasi Kesra, Kasi Ekobang, dan Bendahara Probebaya sejak awal atau sebelum terlaksananya Pobebaya
4. Menjabat sebagai RT sejak awal/sebelum terlaksanya Probebaya
5. Berdomisili diwilayah Zona 3 Probebaya sejak 5 Tahun sebelum terlaksananya Probebaya
Pemilihan sampel ditentukan dengan criteria based selection , hal ini ditujukan agar informasi yang didapat benar benar informasi yang dapat menunjang enelitian ini. Dalam penelitian kualitatif bersifat subjektif, dikarenakan ini tergantung kepada kesediaan informan untuk diwawancarai.
	Tabel 3.1 Informan Penelitian

	Jenis Informan
	Kode Informan

	Lurah
	SG

	Staff Kelurahan
	HS

	
	LN

	Anggota POKMAS
	BA

	RT
	AF

	
	WG

	
	MM

	Warga
	MD

	
	LS

	JUMLAH INFORMAN
	9 Orang



3.3. [bookmark: _Toc201478904]Jenis dan Sumber Data
Data Primer dan Data Sekunder adalamn dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer didapatkan langsung dari lapangan dengan menggunakan wawancraa secara langsung kepada sasaran informan, data yang dihasilkan berupa pandangan atau pendapat informan tentang topik yang dibahas, kemudian akan diolah menjadi suatu teks naratif . sedangkan data sekunder yang didapatkan dari Kelurahan Simpang Tiga dan POKMAS terkait berupa angka, maupun statistic serta informasi lainnya 
3.4. [bookmark: _Toc201478905]Teknik Pengumpulan Data
3.1.4. [bookmark: _Toc201478906]Wawancara
Sugiyono mengungkapkan bahwa percakapan dua arah antara dua orang yang saling memberikan atau bertukar informasi, pendapat serta gagasannya melalui metode tanya jawab yang akhirnya akan diperoleh hasil yang bisa merujuk pada suatu tujuan atau topik tertentu itulah yang disebut dengan wawancara. Wawancara semi terstruktur merupakan wawancara yang akan digunakan, Dimana aka nada pertanyaan-pertanyaan yang disiapkan secara terstruktur namun tidak menutuo kemungkinan akan ada pertanyaan baru yang muncul Ketika melakukan pendalaman melalui wawancara
3.4.2. [bookmark: _Toc201478907]Observasi
Dalam penelitian ini pun akan dilakukan observasi  secara langsung seiring dengan dilakukannya wawancara dan berlangsungnya program Probebaya, hal ini dilakukan untuk memastikan kelengkapan data dan kebenaran data dengan tujuan untuk mengetahui pemaknaan dari setiap perilaku mauun kejadian yang terjadi dilapangan
3.4.3. [bookmark: _Toc201478908]Studi Pustaka
Dalam penelitian ini peneliti juga melakukan studi Pustaka berupa literatur baik jurnal, buku, maupun perndang-undangan dan peraturan lainnya yang memiliki kaitan dengan pokok penelitian guna menunjang penulis dalam melakukan penelitian ini.
3.4.4. [bookmark: _Toc201478909]Dokumentasi
Dalam penelitian ini, peneliti juga akan melakukan dokumentasi guna untuk melengkapi pengumpulan data sebelumnya guna untuk menghasilkan penelitian kualitatif yang memiliki makna mendalam
3.5. [bookmark: _Toc201478910]Teknik Analisis Data
Dalam menganalisi data dari hasil pengumpulan data diatas peneliti menggunakan Teknik analisis yang dipelopori oleh Miles dan Huberman yaitu, Teknik Analysis Interactive yang terbagi menjadi beberapa kelompok, yang meliputi :
3.5.1. [bookmark: _Toc201478911]Triangulasi Data
Selain wawancara terdapat juga observasi dan juga dokumentasi dimana ketiga metode pengumpulan informasi tersebut di sandingkan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tepat terhadap objek dari penelitian ini, yang peneliti sebut dengan triangulasi metode.
3.5.2. [bookmark: _Toc201478912]Reduksi Data
Data yang telah dikumpulkan akan diproses melalui reduksi data Dimana peneliti akan memilah data informasi yang mengandung informasi penting dan pokok selaras dengan hal yang akan diteliti (Sugiyono(2020)) dalam kaitannya dengan penelitian ini yaitu peran masyarakat dalam menjaankan program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dari reduksi data ini diharapkan akan memberikan pandangan yang lebih jelas.
3.5.3. [bookmark: _Toc201478913]Penyajian Data
Dalam penelitian ini data akan disajikan dengan teks naratif yang terpusat pada hasil pengumpulan hingga pengolahan data. Dari penyajian data ini akan terlihat bagaimana kondisi dan situasi serta fenomena yang secara nyata terjadi dilapangan terkait dengan penelitian ini.
3.5.4. [bookmark: _Toc201478914]Pembuatan Kesimpulan
Langkah terakhir dari proses analisis data Miles dan Huberman ialah melakukan penarikan Kesimpulan dan jyga verifikasi terhadap tujuan penelitian yang terangkum pada rumusan masalah. Hasil Kesimpulan ini tidak dapat sepenuhnya akan menjawab rumusan masalah diatas, dikarenakan sifat sementara dari rumusan masalah tersebut yang dimaka tidak menutuo kemungkinan kana terjadi pengembangan Ketika peneliti melakukan penelitian dilapangan.
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Daftar Pertanyaan Wawancara
Pertanyaan untuk Warga dan RT
1. Apakah bapak/ibu mengetahui Probebaya itu apa?
2. Darimana ibu mnegtahui program Probebaya itu?
3. Menurut ibu paakh Probebaya ini memiliki dampak dan manfaat bagi Masyarakat?
4. Apakah saat pengusulan rancangan probebaya ibu dilibatkan selaku Masyarakat?
5. Bagaimana pihak-pihak terkait mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasil pelaksanaan probebaya?
6. Apakah Bapak/Ibu selaku Masyarakat puas terkait dengan kinerja pihak terkait dalam pelaksanaan probebaya?
7. Menurut Bapak/Ibu adakah perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah diadakannya Probebaya?
8. Apakah bapak/ibu terlibat dalam kepengurusan POKMAS?
9. Jika tidak, apakah POKMAS melakukan beberapa konfirmasi atau konsultasi kepada RT selaku pemanguku wilayah?
10. Jika ya, bagaimana cara bapak/ibu RT menghimpun aspirasi dari Masyarakat, dan bagaimana bapak/ibu menyampaikan pelaporan pelaksanaannya?
11. Bagaimana POKMAS mempertanggungjawabkan laporan probebaya yang telah dilakukan?

Pertanyaan untuk POKMAS
1. Bagaimana skema pelaksanaan probebaya yang ibu jalankan?
2. Bagaimana cara bapak/ibu pokmas menjembatani para rt yang menyelenggarakan probebaya?
3. Pada saat perencanaan dan merancang RAB apakah POKMAS ikut berperan serta dalam pembuatannya?
4. Bagaimana  intervensi yang anda lakukan terhadap perencanaan tersebut?
5. Apakah semua RT ikut melibatkan warganya dalam menjalankan probebaya?
6. Apakah bapak/ibu melakukan pelporan probebaya?
7. Bagaimana koordinasi bapak/ibu dengan RT pada saat melakukan pelaporan probebaya
8. Apakah bapak/ibu pokmas melakukan pelaporan secara tepat waktu?
9. Apa saja kendala lapangan yang dihadapi saat penyelenggaraan probebaya?
10. Apa saja kendala yang dihadapi saat penyelenggaraan pelaporan probebaya?
11. Apakah pernah terjadi temuan lapangan oleh pemda setempat pada saat menjalankan probebaya?
Pertanyaan untuk Pihak Kelurahan
1. Bagaimana koordinasi antara kelurahan dan POKMAS pada saat penyelenggaraan probebaya?
2. Bagaimana koordinasi pihak kelurahan dengan RT pada saat penyelenggaraan probebaya?
3. Bagaimana intervensi pihak kelurahan pada saat penyelenggaraan probebaya?
4. Apa dampak yang signifikan terhadap diadakannya program probebaya?
5. Apakah POKMAS menjalankan tugasnya dengan baik?
6. Apakah para RT menjalankan tugasnya dengan baik?
7. Apakah ada kendala pada saat menjalankan probebaya?
8. Bagaimana pelaporan probebaya yang dilakukan oleh POKMAS?
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